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MENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU
KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

NOMOR : KEP. 132AlM.WN/ 03/ 2OO4

TENTANG

PEMBENTI.]KAN TIM PEI\MJSUNAN

NASKAH KONSEP RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2OO5

Menimbang a.

b.

c,

d.

bahwa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, RAPBN

disusun dengan berpedonran pada Rencana Kerja Pemerintah

(RKD;

bahwa agar Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dinraksud

buttr a dapat tersusun secara sinkron dan integratif, Kantor

Menteri NeSara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional memandang perlu

melakukan koordinasi penyusunan konsep RKP Tahun 2005;

bahwa hasil koordinasi konsep penyusunan RKP 2005 perlu

dituangkan dalam dokumen tertulis oleh Tim Penyrsunan

Naskah Konsep RKP Tahun 20O5;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lanrpiran

Keputusan ini dipandang rnampu untuk melakukan tugas

sebagai anggota Titn Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun

2OO5 sebagairuana tersebut pada butir c;

Mengingat

tl
\,
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2OO7 tentanS

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi,

dan Tata Keda Menteri Negara sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8

Tahun 2OO4;

3. Keputusan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2007 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja knrbaga Penerintah Non-Departemen

sebagaimana telah kberupa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2OO4;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERINCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH

KONSEP RINCANA KXRJA PEMERINTAH TAHUN 2005.

PERTAMA Mengangkat nama-nama sebagainuna tercantur.tl di dalanr

Larnpiran Keputusan ini sebagai AnSSota Tim Perlyusunan Naskah

Konsep Rencan a Ke4a Penerintah Tahun 2005 yang untuk

selanjutnya disebut Till Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun

2005;

KIDUA Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 20O5 mempunyar

tuSas

(a) menyiapkan, merumuskan, dan menyusun konsepsi pemikiran

rnengenai substansi RKP Tahun 2OO5 berdasatkan hasil

forum-forum koordinasi penyusunan RKP;

(b) ntenyusun
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

&) nrenyusun hasil-hasil kegiatan sebagaimana tersebut dalam

butir a menjadi naskah Konsep RKP Tahun 2005;
(c) nrenyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rungka

pembahasan mengenai naskah Konsep RKP Tahun 2005
dengan berbagai nritra kerja;

Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2005 dalam

melaksanakan tuSasnya bertanggunglawab kepada Menteri Nega.ra

PPN/Kepala Bappenas;

Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2OO5 dibebantan
kepada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun 2O04;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdlpat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diadakan perubahan sebagaitana mestinya;

Ditetapkan di Jakatta
Pada tanggal 24 Maret 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA
-n6<

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

K AN GIE

Tembusan Yth. :

Yang bersangkutan urrtuk dipergunakan sebagair.nana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KXPAI-A BAPPENAS

NOMOR : KEP. 132A /M.PPN/03/2OO4

TANGGAL : 24 Maret 2OO4

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN

NASKAH KONSEP RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2OO5

A. KETUA :

WAKIL KETUA :

Deputi Bidang Ekonomi

Depufi Bidang Pendanaan Pembangunan

B. PENANGGUNGJAWAB DAN PENULIS BAB

JUDUL PENANGGUNGJAWAB tENttLts
I TRIORITAS PI.MBANGUNAN

NASIONAL
I.Deputi Bida!18

Ekonomi

2.Deputi Bidary
Pendanaal
lcrnbarrgu rtal

1. Direktur Pelencalaan
Makro (Koordina tor)

2. Direktur Analisis dan
formulasi Pendanaan
Pembangulran

II KXR NG(A EKONOMI MAKRO DAN
PIMBIAYAAN PEMBANGUNAN

I . Deputi Bidan8
Ikonomi

2. Deputi Bidang
Pendarlarn
Pembangunan

I . Direkhu Percncanaan
Makro (Koordinalor)

2.Direkhu Analisis dan
formulasi Pendanaan
Pembangunan

3. Ditkhrf Keuangan
Negam dan Analisis
Moneter

4. Direktur Neraca
Pernbayaran dan
lierjasiuna f,konomi
lntemasioIral

5. Direkhrr
XetenaSaakerjaan dar
Analisis f,konomi

6. Dir€ktur Pendaruan
Luar Ne8eri Bitateral

7. Direktur Pe[danaan
Luar NeSeri Multilateral

Il f I]]IIBANGUNAN BIDANC POLITIK Deputi Bidang Politik,
Pefiahanar, dan
Keamalan

l.Direkhu Politik,
Komurikasi dan
Infomuii (Koordinator)

2. frirektu Aparatur
NeSar?
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IT]NULISP[NANGGUNG JAWABBAB
Direkhrr Pertalunan dan
Iie amarun

Deputi Bidang Politik,
Pertahanan, dau
Keamanan

lV PEMBANGI:NAN BIDANG
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. Direktur Hukum daI
Hak Asasi Malusia
(Koordinator)

2.Direktur Aparahu
Ne8ara

Deputi Bidang Polihk,
Pertaharlan, dalr
Keanranar

PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM
DAN PEN\ALENGGARAAN NEGARA

DireLtur Agama dan
Pendidikan

Deputi Bidalg Sumbcr
Daya Malusia dan
Kcbudayaan

PEMBANGL'NAN BIDANG AGAMA

f)ileltur Kebudayaan,
Ilmu Pengetahuan dan
'lblqroloSi

Deputi Bidang Sumber
Daya Manusia dan
Kebudavaan

PIMBANGTJNAN BIDANG
KEBTIDAYAAN

1 . Direktur Agama dan
Pendidikan
(Koordirlator)

2.Direktur
Kependudukan,
(esej ahteraan Sosial dart
Pernberdayaan
Perrmpuan

3. Diekhu Kesehatan dan
Gizi Masyarakat

Deputi Bidang Sumber
Daya Manusia dan
Kebudayaan

YIII PEMBANGUNAN BIDANC SUMBER
DAYA MANUSIA

l. Direklur Industri,
Per daSalrgan, dar1

Pariwisata
(Kool dinator)

2. Direktur. KeuanSan
Negara dan Alalisis
Moneter

3. DilekturPerencanaan
Makro

4. Direktur PanSan dan
Pertanian

5. Direktur
Pemberdayaan Usaha
Kecil, Menegah, dan
Kopemsi

6. Diiekhl Neraca
Pembayaran dan
(erjasama Ekonomi
Ir1ternasional

7. Direktur
tGte[aSakerjaan dan
Analisis Ekonomi

8. Direktur Kelautan dan
Perikarun

9. Direktur Sumber Daya
Mineral dan
Iertambangan

IO. D ekhrI Kelmtanal
darr Konservasi
Sumber Daya Air

Deputi Bidarl8 EkononiPEMBANGT]NAN BIDANG EKONOMII\
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BAI] JLIDUL PENANGGUNG.IAWAB IENLILIS

I 1. Dircktur Kebudayaan,
Ilnu Pelgetahuan dan
TekIoloSi

\ |EIUBAN"GL:NAN BIDANG DAlRAll Deputi Bidan8 Otonomi
Daerah dan
PcnSernbangan ReSiorul

1. Direktur
Pengembangan
Wilayah dan
Transmigrasi
(Koordinator)

2. Direltur
PenSembangan
Otonomi Daeral

3. Direktur Tata Ruaflg
dan Pertanahan

4. Direktur Kerja.sama
PernbanSullan
Sektoral dar Daerah

5. Direktur
PenSeurbalgan
Kawasan Khusus dan
Tertir:Uial

6. Direkhrr Perkotaan
dal Perdesaan

\t FEMBANCUNAN BIDANG
INIRASTRTIKTLIR

Deputi Bidarlg Sararla
dall nasararla

1 Direltur Transportasi
(Koordinator)

2. Direktur PenSairan
dan lri8asi

3. Direktur
Peirgernbangan
Kelembagaal
Prasamna Publik

4- f)irekturPermukimrn
dan Perrrrnahan

5. Direktur Efler8i,
Telekomunikasi, dan
tnfolmatika

\II TI,MBANGUNAN BTDANG SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGIUNGAN
HIDIIT

Deputi Bidang Sumber'
Daya Al?un dal1

Li[8kurgai1 Hidup

l. frirektur Kelaulan dan
Perik?ulan
(tbordirrator)

2. Direkur (ehutalrarl
dan Konservasi
Sumber Daya Air

3. Direktur Sumber Daya
Minelal darr
PedambatlSalr

4. DirekturPe|rSeldalian
Srullber Daya Alam
dan Lingkungan
Hidup

5. Direktur PanSan dan
Perlanian
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FAB JUDUL PENANGGTING.IAWAB IENULIS
\ t PERMASALAHAN DAN KEBUAKAN

LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN
I . Deputi Bidang

Pendanaan
Pemban8unan

2.Deputi BidanS
Ekonomi

l. Direktur Perencanaan
Makro (Koordinator)

2. Direktur Analisis dan
Fomulasi Pendanaan
Pernbangunan

3. Direktur'
Pengembangan
Wilayah dan
Transmigrasi

4. Direkhr
Pengembangan
Ka\ asan Kllusus darr
TertingSal

5. Direktur Ke{asama
PembanSunan
Seldoral dan Daerai

6. Direktur ParSan dan
Ierlania!'r

7. Direktur Hukum dan
Hak Asasi Manusia

xIV
clan

XY

KAIDAH PILAKSANAAN

darr

PENUTUP

l Deputi BidanS
Pendaruafl
Pembangunan

2.Deputi BidanS
Ekonomi

1. Direktur Sistem dan
Prosedur Pendanaan
PembanSunan
(Koordinator)

2. Direktur Pemantau4n
dan Evauasi
Pelrdanaan
Pernbangunan

3. Direktur Administrasi
PeIrd;uuan
Pernbanlqunan

,1. Direktur' Aparahrr
Negara

5. Direktur Kerjasama
Pernbangunan
Sektoral dan Daerah

C. SEKRITARIAT

PENANGGUNGJAWAB

PELAKSANA

: Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

: '1. Kepala Biro Humas, Persidangan, dan

Administrasi Pimpinan (Koordinator)

2. Kepala Biro Perencanaan, OrSanisasi, dan Taa
Laksana

3. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum

4 Kepala

I
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4. Kepala Biro Umum

5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
.-ra/4

GIEK
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